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Abstrak 
Banyak kasus tindakan kekerasan perempuan anak memutuskan pemerintah daerah membuat 
Kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan merupakan salah satu langkah 
yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mencegah, memfasilitasi, membantu, dan 
menangani korban kekerasan khususnya perempuan agar mendapatkan pelayanan terkait kekerasan 
yang dialaminya. Bentuk pelayanan yang ada di wilayah Buleleng yaitu penanganan pengaduan, 
layanan medis, layanan psikologis dan rehabilitasi, bantuan hukum dan reintegrasi sosial. Kebijakan 
ini ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng yang kemudian menunjuk Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibantu oleh beberapa instansi dan unit pelaksana teknis 
untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat setiap tahunnya, 
sehingga perlu dilakukan adanya tindakan pencegahan dan penanganan terhadap kasus tersebut agar 
tidak semakin meningkat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan 
untuk mengetahui dan menganalisis proses implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang 
menghambat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Merille S. Grindle, yang menyatakan 
bahwa dalam implementasi suatu kebijakan terdiri dari dua aspek yakni melihat dari isi kebijakan dan 
lingkungan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya dinas dan unit pelaksana teknis, 
kasus kekerasan terhadap perempuan dapat diketahui dengan banyaknya pengaduan yang masuk, 
namun dalam pelaksanaan kebijakan masih terhambat oleh beberapa hal seperti kurangnya komitmen 
dan komunikasi antar anggota, kurangnya ketersediaan sumber daya baik manusia, keuangan maupun 
fasilitas kerja dan kurangnya penyelenggaraan sosialisasi terhadap masyarakat sehingga sebagian besar 
masyarakat belum mengetahui adanya kebijakan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 
kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dalam fasilitasi perlindungan 
perempuan dar tindakan kekerasan belum memberikan dampak yang siginifikan bagi masyarakat Kota 
Buleleng mengingat kekerasan yang terjadi masih tinggi dan meningkat setiap tahunnya.  
Kata Kunci: Implementasi, Kekerasan Terhadap Perempuan & Faktor Penghambat 
 
PENDAHULUAN 
Tindakan kekerasan pada wanita 
merupakan bentuk pelanggaran HAM yang 
paling kejam dialami perempuan. Kekerasan 
terhadap perempuan dapat terjadi di mana saja 
baik ditempat umum, ditempat kerja, maupun 
rumah tangga, dan dapat dilakukan oleh siapapun 
seperti suami, orang tua, saudara laki laki ataupun 
perempuan. Fenomena kekerasan terhadap 
perempuan bukan merupakan kelainan individu 
melainkan karena adanya kesenjangan hak dan 
kewajiban serta peran laki laki dan perempuan. 
Tidak hanya kasus kekerasan pada perempuan, 
namun terjadi pula kasus-kasus kekerasan pada 
anak. Kasus – kasus yang melibatkan anak di 
Indonesia, termasuk pula di Bali semakin hari 
semakin memprihatinkan. Berbagai masalah 
terjadi pada anak seperti kenakalan remaja, 
kekerasan seksual, hingga perdagangan anak. 
Terlebih lagi dengan perkembangan teknologi 
dan informasi yang menyebabkan kita dapat 
terhubung dengan dunia luar dan dengan siapa 
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saja yang sesungguh dapat membahaya anak 
karena mungkin saja berinteraksi dengan 
predator anak (Yastami, et.all, 2017).  
Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) 
Provinsi Bali  mengatakan jumlah kasus 
kekerasan yang terjadi pada perempuan dewasa 
masih mendominasi di Bali. "Jumlah korban 
kekerasan paling banyak terjadi pada perempuan 
dewasa dari rentang usia 25 sampai dengan 59 
tahun dengan jumlah 155 orang terhitung hingga 
Oktober 2019," (Aryani, 2019). Pada tahun 2018 
sebanyak 507 korban. Berdasarkan data dari 
PPPA Bali, jumlah korban kekerasan tersebut 
terhitung hingga Oktober 2019 pada Simfoni 
PPA sebanyak 304 orang. Tidak hanya hanya itu 
saja, kasus kekerasan perempuan dan anak 
hingga harus dirawat di RSUP Sanglah Bali 
bahwa tercatat sebanyak 41 kasus tersebut di 
antaranya Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(KDRT) terhadap perempuan dewasa sebanyak 
11 kasus dan dua di antaranya meninggal dunia, 
pemerkosaan 5 kasus, kekerasan seksual pada 
anak 21 kasus, dan kasus kekerasan pada anak 4 
kasus. 
Perlindungan perempuan dan anak dari 
tindakan kekerasan sangat penting dan 
merupakan bagian dari keberlangsungan hidup 
manusia, suatu bangsa dan Negara. Di Bali 
tindakan kekerasan pada perempuan dan anak 
masih banyak ditemui. Kekerasan pada 
perempuan di Bali terjadi akibat sistim patriakhi. 
Akibat dari sistim patriakhi ini mengakibatkan 
timbulnya laki laki sebagai pihak yang superior 
atau yang diutamakan,sedangkan perempuan 
sebagai pihak yang tersubordinasikan atau yang 
dilemahkan. Akibat lain yang ditimbulkan dari 
adanya kesenjangan antar status dan peran antara 
laki laki dan perempuan yaitu timbulnya 
kekerasan terhadap perempuan berbasis gender ( 
L.M Gandi Lapian, 2012 ). Selain ketidak 
seimbangnya relasi antara laki laki dan 
perempuan, hal ini juga dikarenakan masyarakat 
Indonesia terlanjur meyakini notion palsu yang 
menyatakan bahwa secara kodrati perempuan 
kurang pandai dan lebih lemah dari laki laki, oleh 
karena itu sebagian masyarakat Indonesia masih 
percaya dengan adanya pembagian kerja secara 
seksual yang mensubordinatkan perempuan. 
Sejumlah steorotipe pun lantas melekat pada 
kaum perempuan dan laki laki Indonesia, menjadi 
semacam permakluman bahwa perempuan 
adalah emosional, bodoh, penakut . Hal hal 
semacam inilah yang berkembang dalam 
masyarakat kita yang dapat menyebabkan 
perempuan menjadi target yang mudah sekali 
untuk menjadi korban kekerasan ( Archie 
Sudariarti Luhulima.2000 ).  
Berbagai upaya dilakukan untuk 
menghentikan tindakan kekerasan pada 
perempuan dan anak, yaitu melalui berbagai 
peraturan perundang-undangan misalnya,UU 
No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 
HAM). UU No.23/2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), 
UU No 21 /2007 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang (Trafficking), 
Konvensi Penghapusan Tindak Kekerasan 
Terhadap Perempuan dan Konvensi Hak Politik. 
Termasuk di bali sabagai wujud perlindungan dan 
tanggungjawab maka pemerintah pemerintah 
provinsi bali telah menetapkan Peraturan Daerah 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. 
Sedangkan di Kabupaten pun berupaya menjaga 
dan tanggungjawab sehingga Kabupaten 
Buleleng pun memiliki Peraturan Daerah No 5 
Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan 
dan anak dari tidakan kekerasan.  Kabupaten 
Buleleng memiliki angka kejadian kasus tindak 
kekerasan terhadap anak dan perempuan 
didominasi pelecehan seksual. Berdasarkan data 
dari dinas pemberdayaan perempuan tahun 2018 
ada 13 kasus pencabulan atau pelecehan seksual 
kemudian di tahun 2019 pencabulan menurun 
menjadi 10 kasus namun kasus penganiayaan istri 
menjadi 16 kasus dan penyaniayaan anak 23 
kasus. Berdasarkkan permasalah tersebut melatar 
belakangi peneliti untuk mengetahui 
Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2019 
tentang Perlindungan Perempuan dan anak dari 
tidakan kekerasan di Kabupaten Buleleng.  
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah No 
5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan 
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dan anak dari tidakan kekerasan di Kabupaten 
Buleleng 
 
LANDASAN TEORI 
Implementasi Kebijakan  
Implementasi yang merupakan terjemahan 
dari kata “implementation”berasal dari kata kerja 
to implement. menurut Webster’s Dictonary 
(dalam Tachjan, 2006 :23),kata implement 
berasal dari bahasa latin implementum dari asal 
kata impere dan plere kata implere dimasudkan 
to fill up; to filll in yang artinya mengisi penuh, 
melengkapi, sedangkan plere maksudnya to fill 
yaitu mengisi. Secara etimologis implementasi 
itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas 
yang bertalian dengan penyelesaian suatu 
pekerjaan dengan penggunaan sarana alat untuk 
memperoleh hasil. Menurut Charles O. Jones 
(dalam Nashir Budiman 1996;295) implementasi 
adalah penerapan dapat dipandang sebagai 
sebuah proses interaksi antara suatu perangkat 
tujuan dan tindakan yang mampu untuk 
meraihnya. Penerapan adalah kemampuan untk 
membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut 
dalam rangkaian sebab akibat yang 
menghubungkan tindakan dan tujuan. Dalam 
pandangan Charles O. Jones (dalam Nashir 
Budiman 1996:296) ada tiga pilar penilaian 
terhadap implementasi kebijakan, yaitu : (1) 
Organisasi, setiap organisasi harus memiliki 
struktur oragnisasi, adanya sumber daya manusia 
yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan 
perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung 
dengan perangkat hokum yang jelas. (2) 
Interpretasi, mereka yang melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan 
yang berlaku, harus dilihat apakah 
pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk 
pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan 
oleh pejabat berwenang. (3) Penerapan, 
peraturan/ kebijakan berupa petunjuk pelaksana 
dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan 
ketentuan, untuk dapat melihat itu harus pula 
dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang 
jelas, program kerja serta jadwal kegiatan.  
Implementasi menurut ahli-ahli di atas 
merupakan pelaksanaan kebijakan dasar 
berbentuk undang-undang dapat juga berbentuk 
perintah atau keputusan-keputusan yang penting 
atau seperti keputusan badan peradilan. Proses 
implementasi ini berlangsung setelah melalui 
sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan 
pengesahan undang-undang. Kemudian output 
kebijakan dalam betuk pelaksanaan keputusan 
dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang 
bersangkutan. Menurut Nugroho (2011;627) 
masing-masing pendekatan mengajukan model-
model kerangka kerja dalam membentuk 
keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya. 
Kekerasan Terhadap Perempuan  
Peraturan Daerah No 5 Tahun 2019 tentang 
Perlindungan Perempuan dan anak dari tidakan 
kekerasan menyatakan bahwa kekerasan adalah 
setiap perbuatan secara melawan hukum dengan 
atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik 
dan verbal yang menimbulkan bahaya bagi 
nyawa, badan dan/atau menimbulkan 
terampasnya kemerdekaan seseorang. Kekerasan 
merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan 
arti dan makna “derita”, baik dikaji dari 
perspektif psikologik maupun hukum, bahwa di 
dalamnya terkandung perilaku manusia 
(seseorang/kelompok orang) yang dapat 
menimbulkan penderitaan bagi orang lain, 
(pribadi/ kelompok). Salah satu bentuk kekerasan 
yakni kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan 
terhadap perempuan adalah setiap tindakan 
berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang 
berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan 
atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual 
atau psikologis, termasuk ancaman tindakan 
tertentu, pemaksaan atau perampasan 
kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik 
yang terjadi di ranah publik atau dalam 
kehidupan pribadi.  
 
METODE PENELITIAN  
Penelitian Penelitian ini menggunakan tipe 
penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Data 
yang diperoleh bersumber dari data primer hasil 
wawancara dan data sekunder dari kepustakaan 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng. Teknik 
pemilihan informan menggunakan teknik 
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purposive sampling, dimana peneliti menentukan 
sendiri informan kunci dan informan biasa 
dengan alasan subyek telah cukup lama dan 
intensif menyatu dengan kegiatan atau medan 
aktifitas yang menjadi informasi. Analisis 
penelitian Tahapan analisis data yang diperoleh 
dilakukan mulai dari Pengumpulan Data; 
Reduksi Data yakni merangkum dan memilih hal-
hal yang pokok; Uji Keabsahan data; Penyajian 
Data hasil penelitian; Penarikan Kesimpulan. 
Analisis data dilapangan dilakukan 
menggunakan analisis Spradley dalam Sugiyono 
(2016: 354-362) yakni analisis domain dan 
taksonomi. Kualitas Data Pengujian kebashan 
dalam penelitian ini menggunakan Teknik 
Triangulasi Sumber yakni uji validitas dengan 
cara mengecek data yang diperoleh dari sumber 
yang berbeda. Data wawancara dari satu 
narasumber di cek kembali dengan data hasil 
wawancara dengan sumber lain 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 
2019 tentang Perlindungan Perempuan dan 
anak dari tidakan kekerasan di Kabupaten 
Buleleng 
Masyarakat merupakan elemen yang 
penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. 
Dalam melaksanakan suatu kebijakan, peran 
masyarakat merupakan salah satu hal yang perlu 
diperhatikan. Bentuk partisipasi yang masyarakat 
lakukan yakni dengan mengikuti adanya kegiatan 
sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah 
walaupun masih terdapat beberapa masyarakat 
yang enggan untuk mengikuti kegiatan 
sosialisasi. Selain itu masyarakat menjadi 
pengawas dalam lingkungannya sendiri dalam 
mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap 
perempuan. Peran serta masyarakat dalam 
melindungi perempuan Kasus kekerasan 
terhadap perempuan yang terjadi di Kabupaten 
Buleleng merupakan kasus dengan jumlah  
tinggi. Salah satu langkah yang dilakukan oleh 
pemerintah Buleleng  untuk meminimalisir kasus 
kekerasan yang terjadi yakni dengan mengajak 
masyarakat untuk memberikan perlindungan 
perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. 
Perlindungan yang diberikan oleh masyarakat 
berupa layanan konseling, mediasi serta adanya 
PPT yang terdapat di setiap kelurahan. Selain itu 
masyarakat menggunakan tokoh masyarakat atau 
seseorang yang paling berpengaruh dalam 
lingkungan masyarakat untuk dapat 
menyelesaikan segala kasus yang terjadi agar 
tindakan kekerasan tidak semakin menjadi. 
Pemerintah Kabupaten juga tidak tinggal diam 
sehingga di keluarkan Peraturan Daerah No 5 
Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan 
dan anak dari tidakan kekerasan di Kabupaten 
Buleleng. Manfaat yang akan diterima dengan 
adanya Perda ini adalah berkurangnya angka 
kekerasan melalui penghapusan tindakan 
kekerasan terhadap perempuan Indikator 
penghapusan segala bentuk tindak kekerasan 
terhadap perempuan ini merupakan salah satu 
dari tujuan peraturan daerah Kabupaten Buleleng 
untuk menurunkan angka kekerasan yang terjadi. 
Upaya yang sudah dilakukan dalam menghapus 
maupun mencegah tindakan kekerasan terhadap 
perempuan sudah dilakukan melalui kegiatan 
sosialisasi dan melalui beberapa layanan yang 
diberikan untuk mengurangi angka kekerasan 
yaitu adanya layanan pengaduan, pelayanan 
medis, pelayanan psikologis dan rehabilitasi 
sosial, penegakan dan bantuan hukum, 
penegakan dan reintegrasi sosial.  Selain itu 
lingkungan masyarakat yang damai dan terlepas 
dari tindakan kekerasan Menghapus atau 
menghilangkan kasus kekerasan di lingkungan 
masyarakat bukanlah suatu persoalan yang 
mudah. Mengingat budaya yang sudah terpatri di 
dalam lingkungan masyarakat yang menganut 
budaya patriarki, sehingga tidak heran apabila 
masih ditemukan kasus kekerasan yang terjadi. 
Kondisi masyarakat yang malu dan takut untuk 
melakukan menjadi point tersendiri bagi 
pemerintah untuk membangun pola pikir 
masyarakat agar dapat terbuka.  
Salah satu upaya yang dilakukan oleh 
pemerintah yakni kegiatan sosialisasi. Kegiatan 
ini dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk 
dapat menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat 
akan tindak kekerasan yang dialami oleh 
perempuan yang sering terjadi, sehingga akan 
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tercipta lingkungan masyarakat yang damai. 
Berikut ini merupakan tabel kasus kekerasan di 
Kabupaten Buleleng.  
Tabel 1. Rekapitulasi laporan Kejahatan 
Terhadap Perempuan dan anak Tahun 2018 
di kabupaten Buleleng 
No Jenis Kasus Jumlah 
1 Kejahatan terhadap perempuan  
 a. Perzinahan 1 
 b. Pemerkosaan 0 
 c. Perbuatan Cabul 0 
 d. Penganiayaan (orang lain) 0 
 e. Penghinaan 0 
 f. Perdagangan Perempuan 0 
 g. Pembunuhan 0 
 h. Melarikan perempuan 1 
 i. Penculikan 0 
 j. Membuat perasaan tidak 
menyenangkan  
3 
 k. Menelantarkan Istri 2 
 l. Kawin Lagi 2 
 m. Pengancaman 0 
 n. Penganiayaan istri 1 
 o. Percobaan Menggugurkan 3 
 Jumlah 
 
13 
2 Kejahatan terhadap anak  
 a. Pemerkosaan 3 
 b. Perbuatan Cabul 12 
 c. Penganiayaan anak 6 
 d. Penculikan 0 
 e. Perdagangan anak 0 
 f. Penelantaran anak 10 
 g. Pembunuhan 0 
 h. Melarikan gadis dibawah umur  0 
 i. Persetubuhan anak 6 
 j. Penyekapan anak 0 
 Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              37
 
Berdasarkan tabel 1 bahwa kasus kejahatan 
terhadap perempuan terbanyak terjadi pada kasus 
membuat perasaan tidak menyenangkan dan 
percobaan menggugurkan sebanyak 3 kasus , 
selain itu ada 2 kasus menelantarkan istri 
sehingga total kasus kejahatan pada perempuan 
tahun 2018 sebanyak 13 kasus. Pada kasus 
kejahatan anak sebanyak 12 kasus pencabulan, 10 
kasus penelantaran anak dan 6 kasus 
persetubuhan anak sehingga total kasus kejahatan 
anak tahun 2018 sebayak 37 kasus.  
Tabel 2. Rekapitulasi laporan Kejahatan 
Terhadap Perempuan dan anak Tahun 2019 
di kabupaten Buleleng 
No Jenis Kasus Jumlah 
1 Kejahatan terhadap perempuan  
 a. Perzinahan 0 
 b. Pemerkosaan 0 
 c. Perbuatan Cabul 10 
 d. Penganiayaan (orang lain) 1 
 e. Penghinaan 0 
 f. Perdagangan Perempuan 0 
 g. Pembunuhan 0 
 h. Melarikan perempuan 1 
 i. Penculikan 0 
 j. Logik Sangraha 1 
 k. Membuat perasaan tidak 
menyenangkan  
0 
 l. Menelantarkan Istri 1 
 m. Kawin Lagi 0 
 n. Pengancaman 0 
 o. Penganiayaan istri 16 
 p. Percobaan Menggugurkan 0 
 Jumlah 
 
29 
2 Kejahatan terhadap anak  
 a. Pemerkosaan 0 
 b. Perbuatan Cabul 3 
 c. Penganiayaan anak 23 
 d. Penculikan 2 
 e. Perdagangan anak 3 
 f. Penelantaran anak 14 
 g. Pembunuhan 0 
 h. Melarikan gadis dibawah 
umur  
1 
 i. Persetubuhan anak 17 
 j. Penyekapan anak 0 
 Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              63 
 
Berdasarkan tabel 2 bahwa kasus kejahatan 
terhadap perempuan terbanyak terjadi pada kasus  
Penganayaan istri sebanyak 16 kasus , selain itu 
ada 10 kasus  pencabulan sehingga total kasus 
kejahatan pada perempuan tahun 2019 sebanyak 
29 kasus. Pada kasus kejahatan anak sebanyak 23 
kasus penganiayaan anak, 17 kasus persetubuhan 
anak dan sebanyak 14 kasus penelantaran anak 
sehingga total kasus kejahatan anak tahun 2019 
sebayak 63 kasus.  
Peningkatan kasus kejahatan pada 
perempuan dan anak menyebakan pemerintah 
mengeluarkan Peraturan Daerah No 5 Tahun 
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2019 tentang Perlindungan Perempuan dan anak 
dari tidakan kekerasan di Kabupaten Buleleng. 
Harapanya dengan adanya peraturan daerah ini 
dapat memberi Manfaat yang akan diterima 
meliputi : 
1. Berkurangnya angka kekerasan melalui 
penghapusan tindakan kekerasan terhadap 
perempuan 
Indikator penghapusan segala bentuk 
tindak kekerasan terhadap perempuan ini 
merupakan salah satu dari tujuan peraturan 
daerah Kota Buleleng untuk menurunkan angka 
kekerasan yang terjadi. Upaya yang sudah 
dilakukan dalam menghapus maupun mencegah 
tindakan kekerasan terhadap perempuan sudah 
dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan 
melalui beberapa layanan yang diberikan untuk 
mengurangi angka kekerasan yaitu adanya 
layanan pengaduan, pelayanan medis, pelayanan 
psikologis dan rehabilitasi sosial, penegakan dan 
bantuan hukum, penegakan dan reintegrasi sosial.  
2. Lingkungan masyarakat yang damai dan 
terlepas dari tindakan kekerasan  
Menghapus atau menghilangkan kasus 
kekerasan di lingkungan masyarakat bukanlah 
suatu persoalan yang mudah. Mengingat budaya 
yang sudah terpatri di dalam lingkungan 
masyarakat yang menganut budaya patriarki, 
sehingga tidak heran apabila masih ditemukan 
kasus kekerasan yang terjadi. Kondisi masyarakat 
yang malu dan takut untuk melakukan menjadi 
point tersendiri bagi pemerintah untuk 
membangun pola pikir masyarakat agar dapat 
terbuka. Salah satu upaya yang dilakukan oleh 
pemerintah yakni kegiatan sosialisasi. Kegiatan 
ini dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk 
dapat menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat 
akan tindak kekerasan yang dialami oleh 
perempuan yang sering terjadi, sehingga akan 
tercipta lingkungan masyarakat yang damai. 
Dalam implementasi Peraturan Daerah No 
5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan 
dan anak dari tidakan kekerasan di Kabupaten 
Buleleng. Ternyata banyak mengalami kendala 
yang dihadapi oleh Dinas Pemerdayaan 
Perempuan dan perlindungan kabupaten 
Buleleng yang merupakan lembaga independent 
untuk melakukan pengawasan terhadap 
perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten 
Buleleng. Kendala yang terjadi meliputi belum 
maksimalnya anggaran besar yang masih 
tergantung dari dinas Pemerdayaan Perempuan 
dan perlindungan anak provinsi bali, sumber daya 
manusia yang masih belum optimal baik dari 
bidang pendidikan terakhir dan keahliannya. 
Selain itu terbatasnya mobil operasional yang 
harapannya bisa digunakan. Kendala yang 
dihadapi ini berangsur-angsur akan segera 
dituntaskan oleh pemerintah sehingga tindakan 
kejahatan pada wanita. Informasi merupakan 
salah satu variabel yang terdapat di dalam 
indikator sumber daya. Variabel ini memiliki 
peranan yang penting dalam pelaksanaan 
peraturan daerah untuk sampai ke masyarakat dan 
untuk mengukur sejauh mana masyarakat 
mengetahui tentang peraturan daerah tentang 
perlindungan perempuan dan anak dari tindakan 
kekerasan. Informasi yang diberikan oleh Dinas 
terkait kebijakan perlindungan perempuan dan 
anak dari tindakan kekerasan ini belum merata ke 
seluruh masyarakat di Kabupaten Buleleng.  
Hal ini didukung dengan fakta di lapangan 
yakni masyarakat yang belum menerima adanya 
sosialisasi menyeluruh yang dilakukan oleh pihak 
pemerintah, sehingga tak jarang apabila masih 
terjadi banyak kekerasan. Berdasarkan hasil 
wawancara terhadap informan bahwa faktor 
penghambat dalam pelaksanaan Kebijakan 
Perlindungan Perempuan dan Anak dari 
Tindakan Kekerasan di Kabupaten Buleleng 
yaitu sebagai berikut : 
1. Kurangnya ketegasan Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak dalam menangani 
kasus KDRT, sehingga selalu berujung 
pada perceraian.  
2. Keterbatasan anggaran yang 
disediakan pemerintah kota Buleleng, 
dan sistem pencairan dana dengan 
reimburse kurang efektif untuk 
penanganan korban.  
3. Sekretariat dan fasilitas yang tersedia 
masih kurang memadai.  
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4. Keterbukaan korban untuk 
menceritakan kasusnya masih kurang 
sehingga menyulitkan dalam 
penanganan.  
5. Penanganan kurang melibatkan dua 
sisi yaitu korban dan pelaku, saat ini 
hanya lebih kepada korban saja.  
6. Standart operasional prosedur masih 
kurang untuk mendorong komitmen 
anggota yang tergabung dalam 
melakukan perlindungan terhadap 
perempuan dari tindakan kekerasan.  
7. Koordinasi masih kurang kualitasnya 
untuk mendorong komitmen pelaksana 
kebijakan. 
8. Rendahnya responsivitas pemerintah 
dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat khususnya melakukan 
pencegahan terhadap tindakan 
kekerasan.  
9. Pelaksanaan sosialisasi yang tidak 
merata menyebabkan tidak seluruh 
wilayah Kabupaten Buleleng 
mengetahui keberadaan Peraturan 
Daerah No 5 Tahun 2019 tentang 
Perlindungan Perempuan dan anak dari 
tidakan kekerasan.  
10. Keterbatasan sumberdaya manusia dan 
kompetensi yang rendah khususnya 
untuk tenaga pendamping.  
11. Rendahnya partisipasi masyarakat 
untuk dapat ikut membantu dalam 
melakukan pencegahan terhadap 
tindakan kekerasan. 
 
PENUTUP  
Kesimpulan 
Kebijakan perlindungan perempuan dan 
anak dari tindakan kekerasan khususnya tindak 
kekerasan terhadap perempuan di Kota Buleleng 
yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan 
salah satu kebijakan pemerintah kota Buleleng 
untuk memudahkan, membantu, dan 
mendampingi korban kekerasan berbasis gender 
untuk mendapatkan keadilan dalam menuntut 
hak-haknya, dengan layanan yang disediakan 
oleh Dinas, antara lain yaitu, (1) Penanganan 
pengaduan / pelayanan pelaporan; (2) Pelayanan 
medis; (3) Pelayanan Psikologis-spiritual dan 
Rehabilitasi sosial; (4) Penegakan dan bantuan 
hukum; (5) Pemulangan dan reintegrasi sosial. 
Selain itu dinas mempunyai layanan lain yang 
tercantum dalam peraturan daerah yang sudah 
ditetapkan oleh pemerintah Kota Buleleng yakni 
menghapus, melindungi, mencegah, memberikan 
fasilitas, pemberian aksesbilitas terhadap korban 
kekerasan serta layanan yang lainnya. Adanya 
keterlibatan unit pelaksana teknis dalam 
implementasi kebijakan penanganan kekerasan 
terhadap perempuan di Kota Buleleng 
membentuk sebuah public private partnership 
untuk mencapai kepentingan publik bersama. 
Berdasarkan penelitian tentang implementasi 
kebijakan penanganan tindak kekerasan terhadap 
perempuan di Kota Buleleng yang dilakukan oleh 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak ternyata masih banyak hal 
yang perlu diperbaiki jika dilihat dari proses 
implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya.  
Saran  
1. Peningkatan pelaksanaan sosialisasi dan 
perlu dilakukan pembuatan jadwal yang 
rutin dan menyeluruh dalammelakukan 
sosialisasi kepada masyarakat. Informasi 
yang diberikan harus mudah dipahami 
sehingga seluruh masyarakat paham akan 
informasi yang diberikan. 
2. Penambahan sumber daya dengan cara 
open recruitment yang bersifat sukarela. 
Terkait terbatasnya anggaran, diperlukan 
adanya perencanaan yang matang dengan 
memperhatikan kegiatan apa saja yang 
akan dilaksanakan, sehingga sesuai 
dengan anggaran yang ditetapkan dan 
anggaran tidak habis sebelum waktu yang 
telah ditentukan. 
3.  Melakukan peningkatan kerjasama 
dengan pihak lain seperti menambah 
peran pihak swasta agar dapat menyokong 
kurangnya anggaran dan terkait fasilitas, 
meningkatkan kualitas fasilitas dengan 
menambah luas bangunan dan mencari 
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lokasi yang tetap agar tidak lagi 
menggunakan sistem kontrak. 
Peningkatan responsifitas pemerintah 
dalam menanggapi laporan posisitf kasus 
kekerasan terhadap permepuan dari 
masyarakat dan segera melakukan 
tindakan pencegahan agar kasus yang 
terjadi tidak semakin meningkat. 
4. Penguatan koordinasi antar anggota lebih 
ditingkatkan dan diinsentifkan kembali 
untuk memperkuat sistem dalam 
memerangi kekerasan terhadap 
perempuan, memberikan kesadaran bagi 
birokrasi yang terkait untuk lebih peduli 
dan responsif dalam menangani kasus 
kekerasan terhadap perempuan, dan 
pembaharuan terhadap standar 
oeprasional prosedur. 
5. Mengubah perilaku masyarakat dengan 
tujuan menyadarkan bahwa kegiatan 
pencegahan tindak kekerasan perlu 
dilakukan lebih giat melalui 
pendampingan dan sosialisasi oleh 
pemerintah dan pemangku kepentingan 
dalam setiap kegiatan perlindungan 
terhadap perempuan. 
6. Perbaikan sistem administrasi yang harus 
dengan memberikan pelatihan terhadap 
anggota terkait pentingnya 
pengadministrasian baik terhadap 
pelayanan maupun terhadap pendataan 
kasus yang terjadi. 
7. Membangun sistem online terkait layanan 
pengaduan agar memudahkan korban 
untuk melakukan pelaporan. 
8. Menindaklanjuti lembaga unit pelaksana 
teknis yang masih bersifat dependen 
untuk segera menjadi lembaga yang 
independen. 
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